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A. Latar Belakang

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis
dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang
diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju
kondisi yang diinginkan, yaitu menuju arah kinerja yang lebih baik
dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses
perubahan tersebut. Bagi suatu organisasi, perubahan merupakan
suatu hal yang tidak bisa dihindari untuk mencapai kinera yang lebih
baik.

Program Reformasi Birokrasi (RB) menjadi satu cara untuk
pembenahan sistem penyelenggaraan negara, agar Kinerja Pegawai
Negeri Sipil (PNS) meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir,
agenda reformasi birokrasi sedang dan akan terus dijalankan di
lembaga pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah
lainnya, termasuk didalamnya adalah UPT kementerian sosial di
Yogyakarta. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
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aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process)
dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan / hambatan yang mengakibatkan
sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan
tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain,
reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan
strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu
harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar,
komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi
merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang

bersifat radikal dan revolusioner.



Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 (dua)
lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Sosial
Republik Indonesia, yaitu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (B2P3KYS)
Yogyakarta.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Yogyakarta, atau yang selanjutnya disingkat
dengan BBPPKS Yogyakarta adalah lembaga pendidikan dan
pelatihan kesejahteraan sosial dibawah Kementerian Sosial.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
53/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial,
BBPPKS Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang
pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan
Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Pemerintah (TKSP) dan Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat

(TKSM), pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan



pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi
terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BBPPKS Yogyakarta mempunyai visi organisasi Yaitu
menghasilkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang
memiliki  kesadaran, kepedulian dan  kompetensi  dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan visi
tersebut, ada dua misi yang canangkan, yang pertama adalah
mewujudkan pendidikan dan pelatihan sosial yang mampu
memberikan kompetensi, kesadaran, dan kepedulian sosial bagi setiap
pesertanya. Sedangkan misi yang kedua adalah melaksanakan
advokasi diklat kesejahteraan sosial yang efektif pada seluruh
stakeholder serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial
yang komprehensif.

Sedangkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang selanjutnya disingkat
BBP3KS Yogyakarta merupakan cikal bakal lembaga penelitian dan
pengembangan di lingkungan Departemen Sosial RI dengan
nama BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL (BPPS) yang
lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 September 1952, dengan SK
Mensos RI No.BU 1-24-22/2336 tentang Susunan Organisasi

Kementerian Sosial RI. BBP3KS sebagai Unit Pelaksana Teknis di



bidang penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial di
lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

BBP3KS mempunyai tugas Melaksanakan penelitian dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi yang
dijalankan oleh lembaga ini antara lain : Melaksanakan penyusunan
rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan
pelayanan kesejahteraan sosial, mempersiapkan penelitian dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan
penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

Peningkatan kinerja dan pelayanan prima lembaga
merupakan dua hal yang menjadi fokus 2 (dua) lembaga UPT
kementerian sosial tersebut saat ini, sehingga masing-masing insan
pegawai mempunyai peran dan porsi masing-masing namun harus
tetap dapat bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder.

Peranan sumber daya manusia (SDM) sebagai
penyelenggara kegiatan dimasing-masing lembaga  memegang
peranan kunci bagi kesuksesan organisasi organisasi kementerian

sosial secara keseluruhan untuk mewujudkan visi lembaga yang telah



dicanangkan. Hal ini membuat organisasi BBPPKS dan BBP3KS

melakukan langkah-langkah strategi dalam pengelolaan SDM agar

penyelenggaraan kegiatan kelembagaan berjalan efektif dan efesien,
meningkatkan kompetesi dan prforesional pegawai.

Beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga UPT
kemensos di D.l.Yogyakarta terkait dengan sumber daya manusia:

1. Budaya kerja, kemampuan teknis, dan perilaku SDM belum
seluruhnya sesuai dengan yang telah diharapkan lembaga.

2. Motivasi kerja dari pegawai yang ada dirasa masih perlu
ditingkatkan lagi. Pegawai yang ada masih menerapkan pola
kerja yang seperti biasanya, belum ada inovasi dan perubahan
yang dilakukan pegawai untuk mencapai kinerja dan output yang
lebih baik.

3. Sistem perencanaan karir SDM yang meliputi pola karir, rotasi,
mutasi dan promosi juga belum sempurna memberikan
ketidakpuasan kerja karyawan.

Suatu organisasi akan mencapai tujuan yang diharapkan jika
organisasi tersebut mampu menciptakan suasana kerja yang dapat
memotivasi segenap karyawan untuk bekerja secara maksimal,
bersaing secara sehat sehingga akan memberikan output yang

maksimal kepada organisasi.



Aspek lain yang perlu mendapat perhatian dari pihak
manajemen SDM dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai adalah
kompensasi. Kondisi sekarang ini tunjangan kinerja di bagian
administrasi dan ketatausahaan berbeda dengan tunjangan kinerja di
bagian teknis (kediklatan) dari sisi grade yang ditetapkan. Hal ini
sedikit banyak menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan
diantara mereka. Jika pegawai merasa kompensasi yang diberikan
tidak sesuai dengan hasil kerjanya atau tidak sama dengan pegawai
lain dengan beban kerja yang sama maka akan menimbulkan
ketidakpuasan. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk
menciptakan keadilan kompensasi sehingga akan memberikan rasa

penghargaan yang adil bagi setiap pegawai.

Keadilan dalam pemberian kompensasi ada dua macam,
yaitu Keadilan Distributif dan keadilan prosedural. Keadilan
distributif berusaha untuk menjelaskan bagaimana seseorang bereaksi
terhadap jumlah dan bentuk kompensasi yang diterima. Menurut
Tjahjono (2010), pada umumnya isu pokok keadilan kompensasi
terkait erat dengan alokasi kompensasi dalam persepsi pegawai.
Semakin dinilai adil maka berkonsekuensi pada produktivitas dan
kinerja mereka. Keadilan prosedural berkaitan dengan pengujian

reaksi seseorang terhadap prosedur yang digunakan untuk



menentukan kompensasi. Keadilan prosedural merupakan persepsi
karyawan mengenai mekanisme dan evaluasi alokasi kompensasi
dalam organisasi. Apakah mekanisme kompensasi tersebut

mencerminkan nilai-nilai keadilan (Tjahjono, 2010)

Selain kompensasi, motivasi bekerja juga merupakan faktor
penting yang mempengaruhi kinerja organisasi. Motivasi adalah
serangkaian hal yang menyebabkan orang-orang berlaku dalam cara
tertentu. Dengan kata lain motivasi merupakan alat untuk
meningkatkan prestasi kerja bawahan. Adapun motivasi seseorang
tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri. Suatu motivasi
cenderung mengurangi kekuatannya manakala tercapainya suatu
kepuasan, terhalangnya pencapaian kepuasan, perbedaan kognisi,
frustasi, atau karena kekuatan motivasinya bertambah.

Perilaku seseorang didorong oleh motivasi atau kebutuhan.
Semua orang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan seseorang itu
bervariasi mulai dari yang sederhana sampai kepada yang komplek.
Semua kebutuhan itu bersaing, artinya diantara semua kebutuhan itu
manakah yang paling kuat mendorong, sehingga perilakunya
mengarah kepada tercapainya suatu tujuan berdasarkan kebutuhan
tersebut. Motivasi adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang

memberi energi, yang mengaktifkan dan menggerakkan ke arah



perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian motivasi
adalah daya dorong dari dalam diri seseorang yang mengacu dan
mengarah pada perilaku (Gibson, 1996).

Kebutuhan yang sudah tercapai dan yang memberikan
kepuasan, akan menurun kekuatannya dan secara normal tidak lagi
memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan guna memuaskan
kebutuhan tersebut. Menurut McClelland, individu mempunyai
cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan
dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi
individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Teori ini
memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan akan prestasi
(Need for Achievement), kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation), dan
kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power).

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta
merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan
yang diminta. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan
kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang
harus memiliki derajat kesediaan tertentu dan ketrampilan seseorang
tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman
yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana

mengerjakannya. Menurut Robbin (1993) bahwa kinerja adalah



10

sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan
kesempatan. Dengan kata lain salah satu faktor yang menentukan
kinerja adalah motivasi.

Bila dalam penilaian ditemukan bahwa seorang karyawan
tidak dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan standar yang telah
ditentukan, maka perlu diperhatikan apakah karyawan mempunyai
motivasi yang tinggi untuk mewujudkan perilaku pribadi untuk
memenuhi kebutuhannya. Karyawan yang mempunyai motivasi atas
dasar kemauan sendiri maka akan lebih efektif dan maksimal dalam
bekerja, sedangkan motivasi yang didasarkan pada organisasi atau
orang lain maka pekerjaan yang dihasilkan tidak dapat mencapai
maksimal dan terus menerus tetapi hanya tergantung pada rangsangan
dari organisasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengkaji
lebih lanjut suatu kajian penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor
Keadilan kompensasi, Kebutuhan untuk Berprestasi, Kebutuhan untuk
Berafiliasi, dan Kebutuhan untuk Berkuasa terhadap Kinerja Pegawai
Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I

Yogyakarta”.
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B. Perumusan Masalah

Kinerja pegawai pada UPT Kemensos di D.I Yogyakarta
selama ini dapat dikatakan baik, jika pekerjaan dapat diselesaikan
dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Pekerjaan yang diberikan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang
telah ditentukan dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Namun demikian hasil kinerja tersebut apakah dipengaruhi oleh
variabel keadilan kompensasi dan motivasi. Berdasarkan penjelasan di
atas maka diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah keadilan kompensasi, kebutuhan untuk berprestasi,
kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk berkuasa
berpengaruh terhadap kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Sosial di D.l Yogyakarta ?

2. Apakah keadilan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja PNS
pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.l Yogyakarta
?

3. Apakah kebutuhan untuk berprestasi berpengaruh terhadap kinerja
PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I

Yogyakarta ?
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4. Apakah kebutuhan untuk berafiliasi berpengaruh terhadap kinerja
PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I
Yogyakarta ?

5. Apakah kebutuhan untuk berkuasa berpengaruh terhadap kinerja
PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I

Yogyakarta ?
C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan kompensasi, kebutuhan
untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan
untuk berkuasa terhadap kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Sosial di D.l Yogyakarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan kompensasi terhadap
kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I
Yogyakarta.

3. Untuk menganalisis pengaruh kebutuhan untuk berprestasi
terhadap kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Sosial di D.I Yogyakarta.
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4. Untuk menganalisis pengaruh kebutuhan untuk berafiliasi terhadap
kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I
Yogyakarta.

5. Untuk menganalisis pengaruh kebutuhan untuk berkuasa terhadap
kinerja PNS pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di D.I

Yogyakarta.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan kepada Kepala UPT Kementerian Sosial di
D.l. Yogyakarta agar lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan
pegawainya sehingga bisa lebih optimal dalam bekerja.
2. Manfaat Praktik
a. Bagi lembaga UPT Kementerian sosial di D.l. Yogyakarta, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
dalam penentuan kebijakan dan strategi mengelola sumber daya
manusia yang tepat dalam upayanya meningkatkan Kkinerja
pegawai
b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah
pengetahuan mengenai keadilan kompensasi, kebutuhan akan

prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan,
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dan kinerja pegawai. Penelitian ini juga sangat bermanfaat
dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama
kuliah yang berkaitan dengan keadilan kompensasi, kebutuhan
akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan
kekuasaan, dan kinerja pegawai, pada permasalahan yang terjadi

pada organisasi pada umumnya.



